
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 4169); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tcntang Kepolisian 
Negara Rcpublik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indoncisa Nomor 4168); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 lentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Umum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 34) 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan peraturan 
Walikota Makassar tentang pcmbentukan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar. 

b. bahwa untuk menunjang kclancaran urusan pemerintahan 
umum, terpcliharanya keamanan, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat scrta guna tcrciptanya stabilitas 
nasional di Kola Makassar, maka perlu di lakukan upaya 
koordinasi secara intensif an tara pimpinan daerah di Kota 
Makassar; 

a. bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa 
untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, 
dibcntuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Forum 
Koordinasi Pimpinan Darah Kabupaterr/ kota, dan Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; 

WALIKOTA MAKASSAR, 

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH 
(FORKOPIMDA) KOTA MAKASSAR 
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PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERATURAN 
WJ\LIKOTA MAKJ\SSAR TENTANG FORUM KOORDINASI 
PIMPINAN DAERAH (PORKOPIMDA) KOTA MAKASSAR 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
lcntang pembentukan, Susunan Organisasi Pcrangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kola Makassar 
Tahun 2016 Nomor 8). 

12. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 
Pembagian Urusan Pcmerinlahan anlara Pcmcrintah, 
Pcmcrinlah Oacrah Provinsi dan Pcmerintah Daerah 
Kabupalcn/Kola (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82); 

11. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 25 Tahun 2000 tcnlang 
Kewenangan Pcmerintah dan Kcwcnangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonomi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kola 
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selalan 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
193); 

9. Pcraturan Pemerinlah Nomor 51 Tahun 1971 tcnlang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupatcn-kabupatcn Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Sclatan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2970); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tcntang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Nomor 4358); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 lentang Kejaksaan 
Rcpublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Nomor 3451); 

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tcntara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 4439); 

Menctapkan 

JDIH 
KO'TA MWSSAR 



Maksud pcnyelenggaraan Forkopimda adalah untuk meriunjang kelancaran 
pclaksanaan dan pcnyclcnggaraan koordinasi sccara insentif antara Pimpinan 
Daerah dalam urusan pcmcrintahan umum di Daerah; 

Pasa12 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA 

Dalam Pcraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Kota Makassar. 
2. Pcmerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemcrintah Dacrah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan lugas pcmbant.uan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistern dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemcrinlah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelcnggara 
pemcrintahan dacrah yang mcmimpin pclaksanaan urusan pemcrintahan yang 
menjadi kcwenangan dacrah olonom; 

4. Walikota adalah Walikola Makassar. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang sclanjulnya disingkat 

DPRO adalah Lembaga pcrwakilan Rakyat Daerah Kola Makassar yang 
berkcdudukan scbagai unsur penyclcnggara Pcmeriritahan Dacrah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewcnangan Prcsidcn yang pclaksanaannya dilakukan oleh Kemcnterian 
Negara; 

7. Daerah Otonom yang sclanjutnya di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mcmpunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus Urusan Pcrnerintahan dan kepentingan masyarakat setempal 
menurut prakarsa sendiri bcrdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistcrn 
Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 

8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar pcnyelcnggaraan Pcmerintahan Daerah 
berdasarkan otonorni Oacrah; 

9. Otonomi Dacrah adalah hak, kcwenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mcngurus scndiri Urusan Pcmerintahan dan kepcntingan 
masyarakat setcmpat dalam sitem Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia; 

10. Tugas Pernbantuan adalah pcnugasan dari Pcrnerintah Pusat kepada Daerah 
otonom unruk mclaksanakan sebagian Urusan Pcmerntahan yang menjadi 
kcwcnangan Pcmerintah Pusat atau dari Pemcrintah Dacrah Provinsi kepada 
Daerah untuk mclaksnakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewcnangan Dacrah Provinsi; 

11. Instansi Vcrtikal adalah perangkat kerncnterian dan/atau lembaga pernerintah 
non kcrnentcrian yang mengurus urusan pemcrintahan yang tidak discrahkan 
kepada Dacrah Otonorn dalam wilayah tcrtentu dalam rangka Oekonscntrasi; 

12. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkornpimda 
adalah Forum Koordinasi Pimpinan Dacrah Kota Makassar yang digunakan 
sebagai fungsi koordinasi antara pimpinan Daerah guna mcmbahas 
penyclenggaraan urusan pcmcrintahan umum di Dacrah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

JDIH 
KO'IAMWSSAR 



Keanggotaan Forkopimda terdiri dari : 
a. Walikota sebagai Ketua 
b. Wakil Walikota scbagai Wakil Kctua; 
c. Kctua DPRD scbagai Anggola; 
d. Ass. Ops. Lantarnal VI sebagai Anggota; 
e. Ass. Pers. Koops AU 11 sebagai Anggota; 
f. Ass. Pers. Kosckhanudnas II scbagai Anggota 
g. Kepala Kcpolisian Resort sebagai Anggota; 
h. Kcpala Kcpolisian Pclabuhan sebagai Anggola; 
1. Kcpala Kejaksaan Ncgcri scbagai Anggota; 
J. Komandan Dislrik Militer 1408 BS scbagai Anggota; 
k. Kctua Pengadilan Ncgcri scbagai Anggota; 
1. Kctua Pcngadilan Agama Kclas IA scbagai Anggola; 

Pasal 6 

BAB IV 
KEANGGOTMN FORKOPIMDA 

Penyclenggaraan Urusan Pemcrintahan Umum oleh Forkopimda rneliputi : 
a. Pcmbinaan kcbangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 

pcngamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pelcstarian Bhinneka Tunggal Ika, serta 
mcmpertahankan keuluhan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia di Dacrah; 

b. Pembinaan pcrsatuan dan kcsatuan bangsa di Dacrah; 
c. Pcmbinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan 

golongan lainnya guna mcwujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan 
nasional di Dacrah; 

d. Pcnanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketcntuan peraluran pcrundang­ 
undangan yang berlaku; 

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pcmerintahan yang ada di Dacrah 
untuk mcnyelcsaikan konflik sosial yang limbul dcngan mempcrhatikan prinsip 
demokrasi, hak asasi manusia, pemcrataan, kcadilan, potensi scrta 
kcanekaragaman budaya scsuai kclcntuan peraturan pcrundang-undangan yang 
bcrlaku di Dacrah; 

f. Pcngembangan kehidupan dcmokrasi Pancasila di Daerah; 
g. Mcngundang atau mclakukan koordinasi dengan pirnpman instansi vcrtikal 

scsuai dcngan masalah yang dibahas di Daerah. 

PasalS 

BAB III 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Ruang lingkup Forkopimda mcliputi pcnyelenggaraan koordinasi antara Pimpinan 
Dacrah dalam urusan pcrnerintahan umum di tingkal Daerah 

Pasal 4 

Forkopimda bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan dan 
penyclenggaraan koordinasi secara inscntif antara Pimpinan Daerah dalam urusan 
pemcrinlahan umum di Dacrah 

Pasal 3 

JDIH 
mTA MAKASSAR 



(3) Sckretariat Forkopimda sebagaima dimaksud pada ayat (1) tcrdiri atas : 
a. Sckrctar is Dacrah Kola Makassar sebagai Sekrclaris; 
b. Asistcn Bidang Pemerintahan Sekrelariat Dacrah Kola Makassar sebagai 

Wakil Sckertaris ; 
c. Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kola Makassar sebagai 

Koordinator; 
d. Kcpala Sadan Pcngclolaan Kcuangan dan Asct Dacrah Kola Makassar sebagai 

anggola; 
c. Kepala Sadan Pcrencanaan Pembangunan Daerah Kola Makassar 
f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kola Makassar sebagai anggota; 
g. Kepala Bagian Tata Pcmcrintahan Sckrctariat Daerah Kola Makassar sebagai 

anggota; 
h. Kepala Bagian Hukum clan HAM Sekrc tar iat Dacrah Kola Makassar scbagai 

anggola; 
1. Kepala Bagi an U mum Sckretariat Dae rah Kola Makassar sebagai anggota; 
J. Kepala Bagian Perlcngkapan Sckrelariat Dacrah Kota Makassar scbagai 

anggota; 
k. Pejabal Struktural Lingkup Sadan Kcsatuan Bangsa dan Politik Kota 

Makassar scbagai anggota Pclaksana Sckretariat; 
l. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai Staf 

Sekcrtariat. 

(2) Sckretariat Forkopimda scbagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas 
scbagai bcrikut : 
a. mempcrsiapkan matcri dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda; 
b. menyelcnggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda; 
c. membuat laporan kcgiatan Forkopimda untuk sclanjutnya dilaporkan kepada 

Walikota; 
d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda. 

(1) untuk kelancaran dan ketertibnya administrasi penyclcnggaraan Urusan 
Pcrnerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Forkopimda, maka dibentuk 
Sckrctariat Forkopinda; 

Pasal 7 

SASV 
SEKRETARIAT FORKOPIMOA 

m. Kctua IYI'UN sebagai Anggola 
n. OandemPom XIV/ 6 sebagai Anggota; 
o. Danyom Marinir Lantama VI scbagai Anggota; 
p. Kacabjari Pclabuhan scbagai Anggola; 
q. Ka. Det. A. Brimob Polda Sulsel scbagai Anggota; 

JDIH 
KO'TA MAXASSAR 



SERITA DAERAH KOTJ\ MAKASSAR Tl\HUN 2019 NOMOR 

M. A.\SHAR 

SEKRETARlS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 
Pada langgal 

WALJKOTA MAKASSAR, 

MO TO 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang mengcrahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan pcnernpatannya dalam Bcrita Dacrah Kola Makassar. 

Pasal 9 

BAB V1 
KETENTUAN PENUTUP 

Kctcntuan tcknis pelaksanaan Pcraturan Walikota i111, ditetapkan lebih lanjut 
dcngan Kcputusan WaJikola. 

Pasal 8 

JDIH 
lmlA MWSSAR 
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